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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak
dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lem baran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4238);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan
Perairan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor : 3532);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Yang Dibayar Berdasarkan Penetapan HKepala Daerah Atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan
Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008
Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
vyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas
kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya
yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknis
berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta
kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk
angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran

Kendaraan Bermotor di Atas air adalah semua kendaraan beserta gandengannya
yang digunakan di air, dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi
tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk
alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan motor
dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan
di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7
(tujuh Gross Tonnage).

Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual
Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu
kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan
Bermotor yang berlaku.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah
pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian
dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas
yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBB-KB,
adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum, yang selanjutnya disingkat
SPBU, berfungsi menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dari Penyedia bahan
bakar kendaraan bermotor/Depot di daratan.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Bunker, yang selanjutnya disingkat SPBB,
berfungsi menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dari penyedia bahan bakar
kendaraan bermotor/Depot ke konsumen kapal .
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Agen Premium dan minyak solar disingkat APMS adalah pelaku usaha yang
menyalurkan premium dan minyak solar dari penyedia bahan bakar kendaraan
bermotor/Depot kepada konsumen kapal dan atau kendaraan bermotor di daerah.

Premium Solar Paket Dealer (PSPD) adalah sarana untuk penyaluran dan
pelayanan BBM di daerah/tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun
SPBU, karena letaknya terpencil atau karena tidak ekonomis, tetapi kebutuhan
BBM untuk kendaraan bermotor di daerah / di tempat tersebut harus dilayani.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak
termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Nilai Perolehan Air atau disingkat NPA adalah dasar penetapan Pajak Air
Permukaan yang ditetapkan berdasarkan pada jenis/ kelompok penggunaan dan
pemanfaatan air antara lain: Niaga, Non Niaga, dan Industri.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan
Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya
sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan Tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan /atau kekeliruan dalam penerapan
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